BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.57, 2010 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Kekerasan Anak.
Rencana Aksi Nasional.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari segala bentuk-bentuk kekerasan;

b. bahwa Indonesia yang telah meratifikass Konvens Hak
Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
berkewagjiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap anak;

c. bahwa kekerasan terhadap anak sekarang ini sudah pada
tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus
ditangani dengan sungguh-sungguh;

d. bahwa pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan
anak dari kekerasan perlu melaksanakan upaya
pencegahan dan penanganan kekerasan dalam suatu
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Mengingat

rencana aks yang melibatkan berbagal instansi terkait dan
masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
tentang Rencana Aks Nasiona Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan terhadap Anak;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan

ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition
and Immediate Action for Elimination of the Worst forms
of Child Labour ( Konvens ILO Nomor 182 mengenai
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3941);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasiona 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
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Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Bersatu I1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan
berbaga faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan
terhadap anak.

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial
dan penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,
seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang
mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak
tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang
seharusnya dapat dipercaya.

Anak adalah setigp orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
termasuk anak dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
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10.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan dan
diskriminas.

Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan ke
daerah asal atau pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang
dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban
kekerasan.

Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali anak dengan
keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosia lainnya yang dapat
memberikan perlindungan bagi anak.

Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan
pengembalian keberfungsian sosial secara wagar baik dalam keluarga
maupun dalam masyarakat.

Partisipas anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan
keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka
bailk secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan
persetujuan dan kemauan anak yang disesuaikan dengan tingkat
perkembangan anak.

Unit Pelayanan Terpadu adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam
upaya perlindungan anak dari kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah

atau berbasis masyarakat yang meliputi diantaranya Pusat Pelayanan
Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT).

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dimaksudkan untuk
menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dan masyarakat dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bertujuan untuk:

a

b.

menjamin peningkatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan
hak-hak anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;

mewujudkan kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan
rehabilitatif terhadap anak dari kekerasan; dan

meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap anak yang menjadi kewajiban kementerian/lembaga dan
masyarakat.
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BAB Il
PENCEGAHAN
Pasal 4
Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan:

a. komunikasi, informas dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap anak;

b. penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;

C. partisipasi anak; dan

d. pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
Pasal 5

Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukas tentang pencegahan
kekerasan anak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

a. kampanye dan talk show pencegahan kekerasan terhadap anak melalui
media massa; dan

b. sosaisas model sekolah ramah anak.
Pasal 6

Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagamana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan penyusunan:

a. model pencegahan berbasis budaya;

b. model deteksi dini berbasis pendidikan;

model deteksi dini bagi tenaga kesehatan;

panduan pelaksanaan adops dan lembaga pengasuhan anak;
model terpadu bagi anak terlantar di daerah konflik dan bencang;
pengembangan model sekolah ramah anak;

pedoman partisipas anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di
sekolah;

h. panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di
sekolah dan situasi khusus;

I. kode etik bagi pendidik, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan petugas
panti; dan
J. pedoman proses konsultasi anak.
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